
BUPATI KATiNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 2 TAI{UN 2OI7

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAIT TATA CARA PEMBAGTAN SERTA PENETAPAN zuNCIAN

DANADEiIsASETIAPDESADIKABUPATENKATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2OT7

DEN(IiAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2l ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2oL4 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, bupati/walikc,ta dapat membuat pedoman

" teknis kegiatan yang didanai dari dana desa;

' b. bahwa berdasarkan Pasal t2 ayat (1) Perafuran
Pemerintah Nomor 22 T,ahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota
menetapkan rincian Dana Desa unhrk setiap Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Umum
dan Tata cara Pembagian serta Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Katingax Tahun
Anggaran 2Ol7;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten la-mandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalirnantan Tengah (Lembaran Negara

ff flt:llil-ft:;ffi 'il*ffi i"%'"l"Tirff "li;.T,ffi i'ahan

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor L26, Tambahan
kmbaran Negara Repr.lblik Indonesia Nomor a438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajrl
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Nomor 50a9);
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4. Undang-Undang Nomor 1.2 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Pen:ndang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Irmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2Ol4
ilomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95h

Undang-Undang Nomor 23 Ta-hr:n 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 20i5 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AV tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
f)ana Perimbangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksahaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahr-m 2Al4 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraluran
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717\;

Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nornor 97 Tahun 2A16 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2Ol7 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 253);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1O Tahun
2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2OA7 Nomor L0);

5.

6.
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Menetapkan

13. Peraturan Daerah Kabupat'en Katingan Nomor 11 Tahun

2AlL tentang Kerjasama Antar Desa di Kabupaten

Katingan (kribaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun

2011 Nomor 11);

14. Peratr:ran Menteri Dalarn Negeri Nomor 130 Tahun

2OO3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Dalam Negeri;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007

tentangPedomanUrrrumTataCaraPelaporandan
PertanggungJawabanPenyelenggaraanPemerintahan
Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

L7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor Ll4 Tahun 2OL4 tentang Pedoman

Pembangunan Desa;

18. Pbraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pengaloka"i3l, Penyaluran'
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
a78l;

19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/JasaPemerintahNomor13Tahun2ol3
tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang / Jasa
Di Desa;

20. Peraturan Bupati Katjngan Nomor 13 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

MEMUTUSI(AN :

PER.\TURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN UMUM
DAN' TATA CARA PEMBAGI,AN SERTA PENETAPAN zuNCIAN
DAN A DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KATINGAN
TAHIUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalelm Peraturan Bupati ini yang dimaksud d.errgan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan narna lain, sel.anjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyaraJ<at hukLlm yang memiliki batas
wdayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urLrsan pernerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yarrLg diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yarlg bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yanB diperuntukkan bagi

Desa iu"g ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daeratr kabupaten/kota dan digunakan untuk
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3.

4.

flIembiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaar

pr,embangunan, p"ilbirru*n. kemasyarakatan, dan

;r emberdayaan masyarakat.

Ilemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

clengan narna lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pernerintahan Desa.

F:'emerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

tr,remerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

itut"r., sistem Pemer.infahan Negara Kesatuan Republik
Iindonesia.

.lfumlah Desa adalah jurnlah Desa yang ditetapkan oleh

l\denteri Dalam Negeri.

I;ladan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan

lrama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anpgotanya merupakan wakil dari

1,:enduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

r,:litetapkan secara demokratis.

,i,vilayah atau dusun ataur disebut dengan na-Ina lain yang
r,:lisesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai
r,ilosial budaya masya-rakat Desa.

]i)eraturan Desa adaiah peraturan perundang-undangan

1,rang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
,::lisepakati bersama Badan Perrnusyawaratan Desa'

,Iumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
llvlenteri Dalam Negeri.

.rr\nggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
rr;elanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana
ll<euangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan
tlisetujui bersama olefu Pemerintahan Desa dan BPD dan
ulitetapkan dalam Perahrran Desa.

,lKeuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa

;yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
'irerupa uang dan barang yang berhubungan dengan

lrelaksanaan hak dan kewqiiban Desa-

iPengelolaan Keuarrgan Desa adalah keselumhan
l<egiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
tcenatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban dan
'penBawasan keuangam desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
adalah Kepata Desa yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelen ggarakan ke seluruhan pen geloiaan
keuangan Desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang
ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa.

Tim Pengelola Kegiata:r Desa yang selanjutnya disingkat
TPK Desa adatah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa
dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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13.
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15.
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3

Pemerintahan Desa clan Unsur Lembaga Kemasyarakatan

Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa'

16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk
oleh Kepala Desa ,r.,tuk menerima' menyimpan'

menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan

mempertanggungiawabkan keuangan de sa dalam rangka

pelaksanaan APBDesa.

17. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa (tahunan)
-yangselanjutnyadisebutRencanaKerjaPembangunan

b..i (RKpbesa) adalah hasil musyawarah masyarakat

desa tentang program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan untut periode 1 (satu) tahun'

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang

selanjutnya disingkat RPJMDesa ada-lah dokumen
perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun'

BAB II
PENGEI,OLAAN DANA DESA

Pasal 2

(1) Pengelolaan Dana Desa mempakan satu kesatuan dengan
pengelolaan keuangan desa;

(2) Daaa Desa digunakan oleh pemerintah desa dalam rangka
penyelenggarian pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

(1) Dana Desa yang diarahkan bagi kegiatan pembangunan
fisik yang dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa
dipergunakan sesuai dengan usulan dan hasil keputusan
rapal di tingkat desa yang bersangkutan, baik dengan
sistem upah/gaji rnaupun seceira swadaya dan gotong
royong;

(2) Dana Desa untuk kegiatan fisik dapat digunakan untuk
membiayai pembangunarl yang bersifat kerjasama antar
desa dalam satu l:ecamatan atau antar desa pada

'beberapa kecamatan;

(3) Kerjasama antar desa dala-tn satu kecamatan atau antar
desa pada beberapa kecamatan perlu dibuat Memorandum
of Understanding (MoU) yang selanjutnya dituangkan
dalam naskah kerjasama serta dibentuk Badan Kerjasama
Antar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
yan g selanjutnya b ertan ggun gi awab terh ad ap pe laksanaan
kegiatan;

(4) Desa yang melakuka-n keqjasama antar desa dengan
menyerahkan langsung dana program pembangunan fisik
desa kepada Badan Kedasama Antar Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, dana Operasional TPK Desa,
dapat diaiihkan penggunaanrlya untuk membiayai
kegiatan lainnya di desa yaxg ditunjuk.
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Pasal 4

Bend.ahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan

trt|,t dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan

;;;g"" d;. pajair yang dipungutnya ke rekening kas

negiilra sesual 
'dlngan ketentuan perahrran Perundang

Uncliangan.

Pasal 5

Dalam rangka menunjang keberhasilan peningkatan
pen:Iungutan pajak, Cami.t seUagai pembina wilayah wajip

m",,nb#kan 
- 

iasilitas/membantu/mendorong Pemerintah

Desia untuk menyetorkan paiak ke kas negara'

Bagian Pertama
. Maksud, Tujuan dan Sasaran Dana Desa

Pasal 6

Mall<sud, tujuan dan sasaran Dana Desa :

1. Maksud dan Ttrjuan Dana Desa adalah untuk membiayai
penyelenggaraan :

a. Pemerintahan;
b. Pembangunan; dan
c. PemberdaYaan Ma-sYarakat.

2. Sasaran utama Dana Desa adalah :

a. Meningkatkan efektifrta.s penyelenggaraarl
Pemerintahan Desa;

b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;

c. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
d. Menin[katnya "^ partisipatif dan pemberdayaan

masyarakat desa.

Bagian Kedua
Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pasal 7

Prinsip Pengelolaan Dana Desa adalah :

a. PEngelolaan keuangan Dana Desa merupalan bagian
yana tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa
dalam APBDesa;

b. Pengelolaan kegiatan Dana Desa harus dapat
dipertanggungiawabkab secara administrasi, teknis dan
hukum;

c. Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, efek[if,
efisien dan terkendali;

d. Selumh kegiatan yil:rg didanai oleh Dana Desa
direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara
terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di
Desa;

BAB III
PENETAPAN RINCTAN DANA DESA

Pasal I

Ri:ncian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten
Kirrtingart Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata
dern berkeadilan berdasarkan:
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a.
b.

alokasi dasar; dan
alokasi formula yrrrg dihitung dengan memperhatjkan

*-irh penduduk, rr igf." kerriskinan, luas wilayah' dan

indeks kesulitan glogr"fi" d'esa setiap kabupaten/kota'

Pasal 9

Alcr,kasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

t u,,-f a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per

ka15upaten/f<ota Jibae1 jy"'t"! desa sebagaimana telah

Jitrt"ptu" dalam tampirq ?eraturan presiden tentang
perr..aturan presiJen Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian

A" A;;; Pendapatan <lan Belanja Negara Tahun Anggaran

2017.

Pasal 10

Al:rkasi formula dihih-rng berdasarkan data jumlah

p",iiara"f., angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana

ii,orf.""a p"J* Pasal g huruf b yang bersumber dari

kernenteriari y{tg berwenang dan/atau ^lembaga 
yang

*,,"v"r."gg"."k*r, urusa-n pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 11

Pe:nghitungan a-lokasi formula setiap Desa sebagaimana

di,,nlktrr6-pada pasal 10 dital..kan dengan menggunakan

folmula sebagai berikut:

W = [(0,25 xZll + (O,35 xZ2l + (O,1O xzs]t + (0,3O xZ4llx
(DDkab/kota - ADkab lkotal

Kerterangan:

W = Dana l)esa setiap Desa yang dihitung berdasarkan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
aatt tingkat kesulitan geografis Desa setiap
kabupaten/kota

21 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa nasional

Z2t:), = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap
total penduduk miskin Desa nasional

Zit;i = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa nasional

Z4l = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total iKG
kabupate n I kota. yang memiliki Desa

DD kab/kota = pagu Dana Desa kabupatenlkota
AD kab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikart

jumlah Desa dalam kabupaten/kota

'Pasal 12

Indeks kesulitan geografis f)esa sebagaimana dimaksud
dzrlam Pasal 8 huruf b disusun dan ditetapkar oleh
brrpati/watikota berdasarkan data dari kementerian yang
b(,rwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan
un:llsan pemerintah di bidang statistik-
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(1)

BAB IV

PELAKSANAAN PnoCnau KEGTATAN DAN

PEI.{YALUR,qN DANA DESA

Pasal 13

Program dan kegiatan qemlarlgunan fisik yang menjadi

skala prioritas 
'p"*"ri"t"i, o""" dianggarkan dalam

APBDesa yarg pembiay'aTty^ bersumber dari Dana

Desa dan sepet''ht'y' dilaksanakan oleh Tim Pengelola

Kegiatan (TPK)- Oiua' dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pelaksanaan progra-rn dan keg-alm sebagaimana

dimaksud pada^"["t 
-tft, 

dapat ditaksanakan dengan

cara:
a. Swakelola; dan/atau
;. M";ggrnakan penyedia barang/jasa'

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara

pemindahUuf.rJ*aT i Rekening Kas- Umum Daerah

ilil;;ten Katingan ke Rekening Kas Umum Desa'

Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke

n"t."i"g f"" U*"r" Desa dilakukan paling lambat 7

6j"ht i^ti k.d; setela}' Dana Desa diterima di

hekening Kas Umum Daerah'

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

;yal -(4) dilakukan secara bertahap pada tahun
anggaran berjalan dengan ketentuan :

a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60 o/o (enam puluh
per seratus);

b. Tahap II pada brrlan Agustus sebesar 40 o/o (empat

puluh per seratus); dan

Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah
Kepala Desa menyamPaikan:

a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati
Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Katingan.

b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun
arlggaran sebelumnya.

c. Kepala Desa menyarnpaikan Peraturan Desa dan
laporan realisaei sebagaimana dinraksud kepada
Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Katingan paling lambat
minggu kedua bttlan Maret.

Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah
Kepala Desa menyarnpaikan:

a. Penyaluran Da:ea Desa tahap II dilal<ukan setelair
Kepala Desa menyampaikal laporan rea-lisasi
penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati Up'
kepaia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabrrpaten Katiugam.

{2)

(3)

(4)

(s)

((:r )

U'I
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b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I

sebagaim""" aitoitsul pada huruf a menunjukkan

paling f.t t*g Dana Pgit tahap I telah digunakan

sebesar 50% [lima puluh per seratus)'

c. Kepala Desa menyarnpaikan laporan realisasi

penggunaan Dana 
" 
Desa tahap I sebagaimana

dimatsudlada huruf a kepada Bupati Up' Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat . 
dan Desa

Kabupatet f.tit g!" paling lambat minggu kedua

bulan Juli.

(8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun

dianggarkan dalam APBDesa'

Pasal 14

(1) Pelaksanaa:: program dan kegrlfn dengan cara

swakelola sebagaiirana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(2) huruf a, VZrg berbentuk jasa dapat melibatkan

i"'n^g^ dariluar 6merintah Desa seperti : Tenaga Ahli

dibidangnya, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), -Oiganisasi Masyarakai setempat' Kelompok

M"uv&uf."i serta Pendamping Desa dan Pihak Ketiga

lainnya.

t2) Program dan Kegiatan- yang. berbenfuk j"sa\-' 
seblgaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pelatihan, bimbingan teknis;
b. penyrluhan;
c. surYey Pemetaan; dan
d. kegiatan lainnya yang dibuh-rhkan desa'

" Pasal 15

pr:,:nyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1,,:l ayat (2) huruf b yaitu badan usaha atau orang
p$rseorangan yang rnenyediakan barang/pekerjaan
kr:rnstruksi, jasa lainnya dengan cara pelelangan umum,
p4:lelangan iederhana, penunjukan langsung, pemilihan
langsung dan pengadaan langsung.

Pasal 16

Pr:ioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangrrnan Desa
dir,;rlokasikan unruk mencapai tujuan pembangunan Desa
yai.tu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan
krralitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,
mt:lalui:
a. pemenuhan kebuhrhan dasar;

b. pembangunan sarana dan prasarana desa;

c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan.

Pasal 17

Pr:i.oritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan
Mrrsyarakat Desa terrtama untuk penanggulangan
kermiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya
ekronomi.
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(l)

(11)

(l;l)

(1)

(,,;l)

(l,.t)

. BABV
PENGGUIIAAN DANA DESA

Pasal 18

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang
meliputi penyelenggaraarl pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan ketnasyarakat dan
pemberdayaan masyarakat.
Dana Desa dapat dipergunakan untuk membiayai
kegiatan yanB ttdak termasuk dalam pnontas
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati Katingan.
Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
diberikan pada saat evaluasi rancaxgax peraturan Desa
mengenai APBDesa.

Pzrsal 19

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana
Desa.
Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas
penggunaan Dana Desa.
Pendampingan sebagairnana dimaksud pada ayat (21

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAts VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEI.APORAN

Pr:::ngelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan
krr:tentuan pemndang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun
allggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal
3 L Desember.

Fasal 2 1

(11 setiap Pengeluaran belanja atas beban ApBDesa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2,| Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat pengesahan oleh selcretarii Desa atas
kebenaran material yang timbur dari penggunaan bukti
dimaksud.

(3) Pengeluaran kas desa
APBDesa tidak dapat
perattrran desa tentang
peraturan desa.

yemg mengakibatkan beban
dilakukan sebelum rancangan

APBDesa ditetapkan menjadi

(4) Bendahara desa, sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pqiak lainnya, *ajiU tenyeio.ka, seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening kas negara sesuai dengan kelenruan peraturan
perundang-undangan.
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Pas'al 22

(L) K,,epala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat

n:renyarnp"ik;;p"ran realisasi penggunaan Dana Desa

T ahap I dan 
-L#;; 

R931is3si i"ttgg*t'"an Dana Desa

Tahunan f."p"aTgtip"ti Up' Kepala Dinas Pemberdayaan

lf""V*rfat dan Desa Kabupaten Katingan'

(2) I'enyampaian laporan rea-lisasi penqqulSan Dana Desa

srebagaim*" Jtuftsucl pada ayat (1) dilakukan dengan

l;etentuan:

a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli

tahun anggararl berjalan; clan

11.>. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan

paling f"-U"r *inggrr Gempat bulan Februari tahun

anggaran berikutnYa"

Pasal 23

(1) Pertanggungiawaban Dutt.'- Desa terintegrasi dengan

pertanggu"i-.!"*rU^" APBDesa' sehingga . bentuk

pertanggu.rrtaiaba"tya adatah pertanggungjawaban
AFBDesa.

(2) Pelaporan diperluka-q d-^l* rangka pengendalian dan

untuk *".rgft^ht i perkembangan proses pengelolaan

dan penggunaan l)ana Desa.

Fasal 24

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) APBDesa termasuk
Dana Desa aiaarninistrasikal oleh Bendaharawan Desa

sebagai bahan pemeriksaan oleh Inspektorat dan/atau
lembaga pengawas fungsional lainnya-

surat Pertanggungiawaban (sPJ) dan jenis laporan lainya
harus tersedia atau disirnpan di Kantor Kepala Desa agar

dapat diakses oleh publik atau sewa-lrh:-waktu
dibutuhkan dengan rnudah didapatkan-
Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa Dana
Disa, maka dana tersebut mempakan Sisa l.ebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus di setor
kembali ke Kas Pemerintah Desa dan di masukkan dalam
APBDesa.

(1)

12)

(3)

BAB VII
PENGELOLA DANA DESA

Pasal 25

(1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa
dibentuk Tim yang terdiri dan :

a- Tingkat Kabupaten disebut Tim Pembina Dana Desa
Tingkat Kabupaten;

b. Tingkat Kecarnatan disebut Tim Fasilitasi Dana Desa
Tingkat Kecamatan; dan

c. Tingkat Desa disebut Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Desa.
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(2) ri'im-,tj*ffi,,"|Sf 
n^n?'ii^,,111I-r ", 

:*."$::l
sebagaimana dmaxstru P^:i^,7;::l- \,Ans terdiri dari
t:lengan Keputusan Br:pati Katingan yang

rilnsur Satuan Kerja 1'erangkafOuti'f' (SxpO) terkait'

(3) 'tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan

,sebagairn""fr;rkJ p^d, n yat (l).h-unrf b, ditetapkan

,:leh Camat sebagai ptn^"g5-g 
-jawab tim' dengan

,struktur Yang terdiri dari :

a. Penanggungiawab;
b. Ketua;
c. Sekretaris; dan

d. Anggota yang jumlahnya di sesuaikan dengan

kebufuhan'

(a) Tim Pengelola Kegiatan - (TP{) D:.:", sebagaimana

dimaksud ;ffi "v*i trt 
huruf 

' c' ditetapkan dengan

Keputusan'ieprf" Desa. t"U"g"i penanggung jawab'

Cengan struktur Yang terdiri dari :

a. Penanggungiawab;
b. Kettra;
c. Sekretaris; dan
d. Anggota Yang jumlahnYa

kebutrrhan.
disesuaikan dengan

Pasal 26

(1) Tugas Tim Pembina Dana Desa Tingkat Kabupaten

sedagaimana dimaksuci dalam Pasal 27 ayat (2) adalah :

a. rlen)rusun pedoman, standar pelaksanaan'
perencan^*, p.rrgembangan, bimbingan, pendidikan
dan pelatihan, sttpen'isi dan monitoring, pengawasax

- urnurn, evaluasi pelaksanaan I pengelolaan I
penggunaan, dan pelaporan Dana Desa;

b. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakar,
data dan informasi tentang Dana;

c. membantu Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat
Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi
kepada. TPK Desa tentang pengelolaan dan
pertanggungiawaban keuangan desa;

e. meiakukan fasilitasi pemecahan masalah
berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak
lainnya dan mengkoordinasikannya kepada
Inspektorat Kabupaten Katingan;

f. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan
Dana Desa kepa.da Bupati Katingan sebagai bahan
untuk penJrusunan dan pengambilan kebijakan
selanjutnya.

(2lrT\.rgas Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) adalah :

a. melakukan fasilitasi sosialisasi secara luas akan
kebijakan, data. dan inficrrnasi tentalgDana Desa;

b. membina dan nrengkoordinasikan Musrenbangdes
dalam wilayah keca-matan;

c. membantu TPK Desa dalam men5rusun rencana
penggunaan Dana Desa beserta kelengkapannya;
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([. memfasilitasi TPK Desa dalam mengelola dan

memPertanggungj awaban Dana Desa;

(i:).melakukanfasilitasiclokumenusulanpencairan' Dana Desa;

,ll.melakukanpemantauan/pengendaliaxterhadap
proses pelaksanaan kegiatan Dana Desa;

13. merekomendasikan usulan pencairan Dala Desa dari

desa V*g-t.iuf' memenuhi persyaratan sebagaimana

tercantum JJu* pasal 15 ayat (6) 
-dan 

ayat (7)

kepada Bupati U;' Kepala Dinas. Pemberdayaan

frf"tyuruLat dan Desa Kabupaten Katingan;

h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah da-lam

pelaksanaan Dana Desa;

i. menyusun rekapitulasi laporan perkembangan

pelaksanaan kegiltan Dana Desa dan melaporkan

secara periodik kepada Tim Pembina Dana Desa

Tingkat KabuPaten.

(3) Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 
-D-esa 

sebagaimana
' ' airiat<sud da-lam Pasal 27 ayat (4) ada-lah :

a. men)rusu.n rencana penggunaan Dana Desa dengan

mengacuhasilmusyawarahdesatahunsebelumnya
seba-gai bahan penyusunan rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa;

b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari
Dana Desa;

c. bertanggungjawab secara teknis dan administrasi
terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa;

d. melaporkan pe^rkembangan pelaksanaan kegratan
Dana Desa secara pe.rodik kepada Tim Fasilitasi
Kecamatan.

BAB VIII
PENDAMPING DANA DESA

Pasal 27

(1) Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi da-lam
pengelolaan Dana Desa, ditunjuk / diangkat Petugas
Pendamping Dana Desa.

(:2) Untuk mengukur kjnerja Petugas Pendamping Dana
Desa dilakukan evaluasi setiap tahun dalam rangka
pembinaan rtran pengawasan serta untuk
pengambilan keputusan lebih lanjut.

Pasal 28

li:)etugas Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud
clalam Pasa] 31 mempunyai tugas :

itit- rnembantu kegiatan musyawarah Desa, penyusunan/
penyempurnaan RPJMDcs, RKPDes, dan APBDesa;

l:r. membantu membuat harga satuan bahan dan upah
dengan melakukan surYey harga lapangan dengan
tetap berpedoman pada standar harga bahan dan upah
yang diteta.pka:r oleh Femerintah Daerah;
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memfasilitasi pembuatan desain gambar' Rencana

Anggaran Biaya id*t) ,""* dilalmkan secara swakelola

oleh desa *^rtpi'i'i;; 
-au'tt'-rt"tt 

dengan Pihak

Ketiga;

memfasilitasi pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

swakelola;

membuat laporan perkembangan pengelolaan Dana

Desa;

membantu membuat laporan akhir tahun pelaksanaan

Dana Desa-

Pasal 29

Pihak Pemerintah Desa dalam hal pengawasan dan

;;;;;"att a.pui *"ttgg"takan jasa Pihak ketiga

yaihr yarlg ;;;;';v"i* keahlian dan sertifikasi

dibidang tersebut.

Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana ayat (1)

diatas harus ;Jffi-;engiklt antara kedua belah

pihak.

BAB Ix
PERJALANAN DINAS PEMEzuNTAH DESA DAN BPD

Fasal 30

Mekanisme, stanclar perjalanan dinas Pemerintah
Desa dan BPD, .nengacu pada mekanisme,standar
perjalanandinasPNSdanNonPNsyangditetapkan
oleh Bupati.

Besaran Uang Harian Per:jalanan Dinas Kepala Desa

dan Ketua gPn disamakan dengan PNS Non Eselon
Golongan III a.

Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Perangkat
Desa Non PNS, Anggota BPD, dan anggota
kelembagaan Desa disamakan dengan PNS Non
Eselon Golongan II a.

Surat T\rgas ma.upun Surat Perintah Perjalanan
Dinas ditanda tangani oleh Kepala Desa.

BAB X
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 31

Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :

a. Bupati belum menerima dokumen APBDesa
dan/atau laporan realisasi penggunaan semester
sebelumnya;

b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggarztn
sebelumnl.a lebih dari 30 o/o (tiga puluh persen);
dan/atau

c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah-
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(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagairnana

dimaksud pada 
^i;;[i huruf b dilakukan terhadap

;;e;.J oatt^ oesa Tahap I tahun anggaran

berjalan ..b..*'* Sit" Dana btt" di RKD tahun

anggaran sebelumnYa'

Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

;;;l"*;ya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang

akan disalurka-ri;;dtahap i, penyaluran Dana Desa

tahap I tidak dilakukan'

Penundaan penyaluran D*1 Desa sebagaimana

dimaksud p"a"^'"lJ[f n"t"t b dilakukan sampai

ilgan sisa Dan-a Desa di RKD tahun anggaran

""tJtr*rry^ 
telah direalisasikan penggunaannya'

sehingga Si"a nLa Desa di RKD menjadi paling

ti"ggiT"Uesar 3o % (tiga p'l"f persen) dari anggarar'l

Oril" Desa tahun anggaran sebelrrmnya'

Dalam hal sampai dengan hulan juli tahun anggaran

U"rj"f"rl Sisa b"r.* Desa di RKD tahun arlggaran

sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh

persen, penyaluran l)ana Desa yang dirunda

sebagaimana ai*'ttt'a pada ayat 12\ disalurkan

i"r.i*"^rt dengan penyaluran Dana Desa tahap II'

Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh* Bupati

k"ti".g"t, 
"t"p"a" Menteri Keuangan c'q Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan'

Pasal 32

(3)

(at,

(r::,)

((,)

(L) Pemerintah Daerah rnemberikan penghqreaan kepada
\ -' 

,1.." yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.

(:2) Bagr desa yang mengelola Dana Desa tidak sesuair'-/ 
a"iguo ketentua-n yang berlaku be-rdasarkan

,toriito.irrg dan pertimbangan BPMPD Kabupaten
Katingan dan Inspektorat Kabupaten Katingan'
dikenai sanksi berclasarkan peraturan perundang-
undangan Yang berlaln:.

BAR )fl
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana
Desa secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pembina
Tingkat Kabupaten dan Tim Fasilitasi Tingkat
Kecamatan.

Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa
tentang APBDesa.

Pengawasan fungsional dilakr:kan oleh Inspektorat
Kabupaten Katingan sekaligus mendampingi dan
membina Aparatur Desa dalam pelaksanaan Dana
Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlalnr.

(,1)

|,2)

t,3)
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Diundangkan di Kaso
pada tanggal, 7 lart

p*t nir.ian Dana-P..tu s.etiag ?:1i'-Y::'#::,d#id;; D".,rh Klbupaten i*g-*:l rahun2016
;;?A$t ;;il, a", iav"t't'^" tidak berlaku lagi'

Bupati

BAts XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

ini mulai berlakr-r Pada tanggal

dangkan.

setiap orang mengetahui, memerintahkan
danga; Peratural Bupati--ini dengan penempatannya

Berita Daerah KabuPaten Katingan

saat

,'6l*

KABUPATEN KATINGAN,

PATEN I(ATINGAN TAHUN 2OI7 NOMOR .?.(+

Pasai 34

mulai berlakunya Peraturan Bupati i1i' maka
g"p"ti Kadngan Nomor 11 Tahun 2016 tentang

trir"* dan Tata Cara Pembagian serta

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, L iu'"a"t Zol+
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